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Regulasi yang mengatur perijinan untuk mendirikan suatu bangunan melalui persyaratan berupa 
kewajiban melakukan kajian dampak lalu lintas telah dilakukan sejak Tahun 2015. Sebagai 
upaya untuk  mengurai dampak negatif dari aktivitas transportasi saat masa konstruksi dan masa 
operasi suatu rencana bangunan yang berupa pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, 
konsep dasar Andalalin masih diterjemahkan secara berbeda oleh penyusun, penilai dan 
evaluator. Makalah ini memperkenalkan konsep dasar penyusunan analisis dampak lalu lintas 
melalui penyederhanaan rumusan yang diambil dari berbagai regulasi acuan dalam dokumen 
kajian. Analisis dan bahasan mengenai perubahan lalu lintas akan menggambarkan nilai kinerja 
ruas dan simpang saat masa konstruksi dan masa operasi, demikian juga dengan kebutuhan 
parkir, akses keluar masuk, fasilitas pejalan kaki dan angkutan umum. Hasil kajian analisis 
dampak lalu lintas merupakan rekomendasi dan rencana penanganan dampak yang harus 
dipatuhi oleh setiap pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana implementasi 
dan harus dipantau secara berakala oleh tim evaluasi.  
 





Regulations governing permits to establish a building through the requirements of the 
obligation to conduct traffic impact studies have been carried out since 2015. In an effort to 
unravel the negative impacts of transportation activities during the construction period and the 
operation period of a building plan in the form of activity centers, settlements and infrastructure 
the basic concepts of Andalalin are still translated differently by compilers, assessors and 
evaluators. This paper introduces the basic concept of preparing a traffic impact analysis 
through a simplification of the formulas taken from various reference regulations in the study 
document. Analysis and discussion of traffic changes will illustrate the performance values of 
sections and intersections during the construction period and the operating period, as well as 
the need for parking, in and out access, pedestrian facilities and public transportation. The 
results of the study of traffic impact analysis are recommendations and plans for handling 
impacts that must be adhered to by each party responsible for implementing the implementation 
plan and must be monitored on an ongoing basis by the evaluation team. 
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PENDAHULUAN 
Peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak pada 
kehidupan sosial dan perkembangan kemajuan transportasi. Pesatnya pembangunan pusat-pusat 
kegiatan perdagangan dan infrastruktur telah menimbulkan perubahan bangkitan perjalanan 
yang signifikan pada waktu-waktu jam sibuk. Sebagai upaya untuk melakukan pengurangan 
dampak banyak cara yang telah dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas serta 
penataan  transportasi perkotaan. Beberapa kebijakan memang masih dirasakan belum mampu 
mengurai persoalan lalulintas dan transportasi secara mikro, meso dan makro, sehingga 
memerlukan pemikiran bersama antara pemerintah dan pihak swasta dalam bentuk penyusunan 
kajian dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas rencana pembangunan pusat kegiatan, 
permukiman dan infrastruktur.  
Mendirikan suatu bangunan yang mengakibatkan bangkitan dan tarikan lalu lintas wajib 
melakukan kajian analisis dampak lalulintas sebagai regulasi perijinan yang ditetapkan oleh 
pemerintah dalam rangka meminimalkan dampak negatif pergerakan transportasi saat 
pembangunan dan masa operasinya bangunan. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang 
lalulintas dan angkutan jalan merupakan dasar utama dalam melakukan minimalisasi dampak 
lalu lintas melalui penyusunan dokumen Andalalin. Dalam regulasi tersebut telah ditegaskan 
bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang 
menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan 
angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas. Sementara hasil analisis dampak 
yang dimaksudkan adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin pemerintah 
menurut peraturan perundang-undangan. Adapun pihak yang dibebanani untuk melakukan 
kajian dampak lalu lintas adalah lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersetifikat, 
sementara hasil kajian yang dialkukan harus mendapat persetujuan dari instansi terkait di bidang 
lalu lintas dan angkutan jalan. 
Dalam rangka mendukung tersusunnya kajian analisis dampak lalu lintas yang sesuai dengan 
harapan berbagai pemangku kepentingan, maka dalam makalah ini selanjutnya diperkenalkan 
bangaimana seharusnya konsep dasar dokumen Andalalin melalui penyederhanaan dan 
penjelasan yang lebih lengkap mengingat terlalu banyak regulasi yang mengatur pelaksanaan 
kajian ini.  Disamping itu, diharapkan analisis dampak lalu lintas kedepannya mampu menjadi 
salah satu instrumen terbaik upaya pengurangan dampak yang ditimbulkan akibat rencana 
pembangunan pusat kegiatan dan insfrastruktur. 
Dasar hukum kajian analisis dampak lalu lintas 
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan 
aksesibilitas sehingga mampu menopang kegiatan lainnya, sehingga pembinaannya diatur oleh 
pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar tercipta transportasi yang lancar, aman, tertib dan teratur 
serta berwawasan lingkungan. 
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terkandung pada pasal 99 ayat 1, bahwa “Setiap 
rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan 
gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angutan jalan 
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wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas”. Selain itu peraturan terkait analisis dampak lalu 
lintas juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 mengenai manajemen 
rekayasa lalu lintas secara lebih detail. Sedangkan peraturan yang membehas secara khusus 
terkait Andalalin adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.  
Beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijadikan pendekatan hukum 
terhadap pelaksanaan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan, antara lain: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman 
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan; 
4. Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  19/PRT/M/2011 Tentang 
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan; 
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang 
Marka Jalan; 
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang 
Rambu Lalu Lintas; 
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2015 Tentang 
Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan; 
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis 
Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 
10. Peraturan Menteri Perhubungan No 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas; 
11. Peraturan Menteri Perhubungan No 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis 
Dampak Lalu Lintas. 
Pada bagian ini,  keputusan tentang rencana bangunan yang dimaksud telah sampai pada kriteria 
wajib atau tidak wajib melakukan kajian Andalalin. Disamping itu, perlu juga ditentukan pihak-
pihak yang akan terlibat dalam penyusunan serta siapa saja anggota dari tim penilai dan 
pengawas rekomendasi hasil kajian dampak. Sebagai gambaran bahwa untuk rencana bangunan 
yang berada pada Jalan Nasional, pihak terlibat dalam penilaian dokumen dan pengawasan 
adalah KEMENHUB, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum. 
Adapun untuk rencana bangunan yang berada pada Jalan Provinsi atau Kabupaten/Kota, pihak 
yang melakukan penilaian dokumen dan pengawasan adalah Dinas Perhubungan Provinsi atau 
Kabupaten/Kota, Kepolisian serta Dinas Pekerjaan Umum. 
Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan bahwa kriteria  ukuran  minimal  
jenis rencana bangunan yang wajib melakukan analisis  dampak lalu  lintas seperti yang 
ditampilkan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas 
No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal 
1. Pusat Kegiatan  
a. Kegiatan Perdagangan  
 Pusat Perbelanjaan/retail 500 m
2
 luas lantai bangunan 
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b. Kegiatan Perkntoran 1000 m
2
 luas lantai bangunan 
c. Kegiatan Industri  
 Industri dan Perdagangan 2500 m
2
 luas lantai bangunan 
d. Fasilitas Pendidikan  
 1) Sekolah/Universitas 500 siswa 
 2) Lembaga Kursus Bangunan dengan 50 siswa/waktu 
e. Fasilitas Pelayanan Umum  
 1) Rumah Sakit 50 tempat tidur 
 2) Klinik Bersama 10 ruang praktek dokter 
 3) Bank 500 m
2
 luas lantai bangunan 
f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar 1 dispenser 
g. Hotel 50 kamar 
h. Gedung Pertemuan 500 m
2
 luas lantai bangunan 
i. Restauran 100 tempat duduk 




k. Bengkel Kendaraan Umum 2000 m
2
 luas lantai bangunan 
l. Pencucian Mobil 2000 m
2
 luas lantai bangunan 
2. Pemukiman  
a. Perumahan dan pemukiman  
 1) Perumahan Sederhana 150 unit 
 2) Perumahan Menengah 50 unit 
b. Rumah Susun dan Apartemen  
 1) Rumah Sususn Sederhana 100 unit 
 2) Apartemen 50 unit 
c.  Asrama 50 kamar 
d. Ruko Luas lantai keseluruhan 2000 m
2
  
3. Infrastruktur  
a. Akses ke dan dari jalan tol Wajib 
b. Pelabuhan Wajib 
c. Bandar Udara Wajib 
d. Terminal Wajib 
e. Stasiun Kereta Api Wajib 
f. Pool Kendaraan Wajib 
g. Fasilitas parkir untuk umum Wajib 
h. Jalan Layang (Fly Over) Wajib 
i. Lintas Bawah Tanah (under pass) Wajib 
j. Terowongan (tunnel) Wajib 
4. Bangunan Permukiman/Infrastruktur Lainnya 
 Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah 
menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-
rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh 
adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan. 
Cakupan wilayah kajian 
Pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur harus menyesuaikan pola ruang daerah. Setiap 
daerah memiliki regulasi pola ruang yang dituangkan dalam Perda daerah tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Daerah pada tahun rencana. Pola ruang yang dimaksud diharapkan mampu 
memberikan kontribusi untuk mengurangi dampak lalulintas karena pola ruang yang diatur telah 
mengakomodir pusat-pusat kegiatan yang didukung dengan rancangan transportasi umum. 
Untuk pembangunan pusat kegiatan biasanya ditetapkan berada dalam kawasan perdagangan 
dan jasa.  
Prosiding 
 
Hardiansyah                   139
 
Civil Engineering and Built Environment Conference 2019 
Identifikasi letak rencana bangunan harus jelas pada koordinat dan dituangkan dalam gambar 
peta serta menjelaskan batas utara, selatan, timur dan barat dari rencana bangunan. Namun yang 
paling penting adalah rencana letak bangunan berada pada jalan dalam pengawasan Kementrian, 
Gubernur atau Bupati/Walikota, sehingga dapat diketahui pihak yang akan melakukan penilaian 
dan pengawasan hasil kajian dampak. Selanjutnya dapat dilakukan diskusi awal dalam bentuk 
hasil kesepakatan mengenai penentuan cakupan wilayah analisis.  
Rancangan analisis 
1. Data analisis 
Kawasan terdampak dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur  
meliputi ruas dan simpang yang telah ditetapkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara 
pihak pemerakarsa dan tim penilai. Dalam analisis potensi bangkitan dan tarikan perjalanan 
harus menganalisis kondisi lalu lintas saat masa konstruksi, saat masa operasi dan saat setelah 
minimal 5 tahun beroperasi. Asumsi pembebanan dianalisis menggunakan pendekatan skenario 
pada kondisi maksimum, untuk mendapatkan kondisi dampak yang signifikan. Tahapan 
pelaksanaan kajian penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas diawali dengan penetapan 
jenis survei kebutuhan data. Survei ditujukan untuk melakukan pengumpulan data primer 
maupun sekunder. Data sekunder berasal dari  instansi terkait dan regulasi, sedangkan data 
primer terkait dengan kondisi kawasan, simpang, ruas, volume, kecepatan, dan tundaan. Adapun 
survei yang dilakukan diuraikan pada Tabel 2. 
Tabel 2. Data dan Metode Pengumpulan Data 
No Data Metode Survei Periode 
1 Geometri Survei inventarisasi/identifikasi awal lokasi studi 
 
2 Volume simpang Survei turning movement di simpang 15 menitan 
3 Volume ruas Survei traffic counting di ruas 15 menitan 
4 Kinerja Simpang Survei tundaan dan panjang antrian 15 menitan 
5 Geometri Survei inventarisasi geometrik, kondisi simpang dan parkir 
 
6 Kecepatan Survei kecepatan perjalanan di lokasi studi 
 
 
2. Analisis ruas dan simpang 
Dalam metode analisis dampak, penilaian kinerja ruas dan simpang seperti yang ditampilkan 
pada Tabel 3.  
Tabel 3. Metode Analisis 
No Data Metode Analisis Penilaian 
1 Kinerja Ruas Jalan Manual Kapasitas Jalan Indonesia V/C 
2 Kinerja Simpang Tidak bersinyal Manual Kapasitas Jalan Indonesia Tundaan (detik) 
3 Kinerja Simpang bersinyal Manual Kapasitas Jalan Indonesia Tundaan (detik) 
4 Kecepatan Perjalanan Analisis Kecepatan Perjalanan Km/jam 
Untuk parameter penilaian ada tidaknya dampak lalu lintas yang dianalisis dengan 
membandingkan perubahan tingkat pelayanan pada ruas jalan dan simpang sebelum  dan setelah 
ada kegiatan dalam tahun tinjauan analisis. Tingkat pelayanan dihitung berdasarkan rumusan 
dari Kepmenhub KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, seperti 
yang ditampilkan pada Tabel 4 s.d Tabel 7. 
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Tabel 4. Tingkat Pelayanan Pada Jalan Arteri Sekunder dan Kolektor Sekunder 
Tingkat Pelayanan Karakteristik Operasi Terkait 
A 
Arus bebas 
Kecepatan perjalanan rata-rata ≥ 80 km/jam 
V/C ratio ≤ 0.6 
Load factor pada simpang = 0 
B 
Arus stabil 
Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d ≥ 40 km/jam 
V/C ratio ≤ 0.7 
Load factor ≤ 0.1 
C 
Arus stabil 
Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d ≥ 30 km/jam 
V/C ratio ≤ 0.8 
Load factor ≤ 0.3 
D 
Mendekati Arus tidak Stabil 
Kecepatan perjalanan rata-rata turun s/d ≥ 25 km/jam 
V/C ratio ≤ 0.9 
Load factor ≤ 0.7 
E 
Arus tidak stabil, terhambat dengan tundaan yang tidak dapat ditolerir 
Kecepatan perjalanan rata-rata sekitar 25 km/jam 
Volume pada kapasitas 
Load facttor pada simpang ≤ 1 
F 
Arus tertahan, macet 
Kecepatan perjalanan rata-rata ≤ 15 km/jam 
V/C ratio permintaan melebihi 1 
Simpang jenuh 
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2006 
Tabel 5. Tingkat Pelayanan pada Jalan Lokal Sekunder 
Tingkat Pelayanan Karakteristik Operasi Terkait 
A 
Arus relatif bebas dengan sesekali terhenti 
Kecepatan perjalanan rata-rata > 40 km/jam 
B 
Arus stabil dengan sedikit tundaan 
Kecepatan perjalanan > 30 km/jam 
C 
Arus stabil dengan tundaan yang masih dapat diterima 
Kecepatan perjalanan rata-rata > 25 km/jam 
D 
Mendekati arus tidak stabil dengan tundaan yang masih dalam toleransi 
Kecepatan perjalanan rata-rata > 15 km/jam 
E 
Arus tidak stabil 




Lalu lintas pada kondisi tersendat 
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2006 
Selanjutnya adalah tingkat pelayanan (Level of Service) simpang bersinyal dan simpang tidak 
bersinyal atau simpang prioritas stop. 
Tabel 6. Persimpangan dengan APILL 
Tingkat Pelayanan Tundaan (detik per kendaraan) Load Faktor 
A ≤ 5,0 0,0 
B 5,0 – 15,0 ≤ 0,1 
C 15,1 – 25,0 ≤ 0,3 
D 25,1 – 40,0 ≤ 0,7 
E 40,1 – 60 ≤ 1,0 
F > 60 NA 
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2006 
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Tabel 7. LOS Persimpangan Prioritas STOP 
Tingkat Pelayanan Rata-rata Tundaan Berhenti (detik per kendaraan) 
A < 5,0 
B 5,0 – 10 
C 11 – 20 
D 21 – 30 
E 31 – 45 
F > 45 
Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2006 
3. Analisis parkir dan akses  
Analisis parkir dan akses pintu keluar masuk mengikuti denah pemanfaatan bangunan dalam 
perencanaan kelayakan awal. Untuk mendapatkan kebutuhan parkir yang lebih valid maka 
diperlukan adanya analisis pembanding dengan melihat kebutuhan ruang parkir pada bangunan 
dengan tipe, jenis dan peruntukan yang memeiliki kemiripan. Berikut ini adalah analisis 
kebutuhan ruang parkir berdasarkan ketentuan di dalam SK. Dirjen Perhubungan Darat Nomor: 
272/HK.105/DRJ/96 seperti yang ditampilkan pada Tabel 8. 
Tabel 8. Kebutuhan Ruang Parkir 
Peruntukan (SRP untuk Mobil Penumpang) Kebutuhan Ruang Parkir 
Pusat Perdagangan   
Pertokoan SRP/100 m
2
 lantai efektif 3,5 – 7,5 
Pasar Swalayan SRP/100 m
2
 lantai efektif 3,5 – 7,5 
Pasar Swalayan SRP/100 m
2
 lantai efektif 3,5 – 7,5 
   
Pusat Perkantoran   
Pelayanan Bukan Umum SRP/100 m
2
 lantai efektif 1,5 – 3,5 
Pelayanan Umum SRP/100 m
2
 lantai efektif 1,5 – 3,5 
   
Sekolah SRP/mahasiswa 0,7 – 1,0 
Hotel/tempat penginapan SRP/kamar 0,2 – 1,0 
Rumah Sakit SRP/tempat tidur 0,2 – 1,3 
Bioskop SRP/tempat duduk 0,1 – 0,4 
 Sumber: SK. Dirjen Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJ/96 
 
Untuk desain akses keluar masuk bangunan ditetapkan berdasarkan hasil kajian panjang antrian 
pada pintu utama, sehingga diperoleh jarak pintu kejalan utama untuk menghindari 
terganggunya arus menerus akibat aktivitas keluar masuknya kendaraan pada rencana bangunan. 
Selanjutnya layout parkir berupa SRP (satuan ruang parkir) berikut akses keluar masuk 
digambarkan secara detail dengan mengikutsertakan alur pergerakan kendaraan pada bangunan. 
Desain ini harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan sebelum dituangkan kedalam 
perencanaan bangunan. 
4. Analisis pendukung  
Analisis pendukung dimaksudkan untuk melengkapi kajian analisis dampak lalu lintas pada saat 
masa operasinya suatu bangunan. Bagian ini meliputi analisis penyandang cacat, rambu dan 
marka, manajemen keselamatan dan angkutan umum. Fasilitas penyandang cacat dalam hal ini 
adalah fasilitas yang disediakan bagi penyandang cacat pada jalur pejalan kaki, penyeberangan 
dan tempat pemberhentian angkutan umum. Fasilitas penyandang cacat pada jalur pejalan kaki 
Prosiding 
 
Hardiansyah                   142
 
Civil Engineering and Built Environment Conference 2019 
dapat berupa ubin pemandu yang memeiliki tekstur kuat dan stabil terhadap kondisi basah dan 
kering.  
Pemasangan rambu dan marka dilakukan pada awal masa operasinya bangunan yang berfungsi 
untuk memberikan informasi pada pengguna khususnya pada ruas dan simpang yang menjadi 
cakupan wilayah kajian serta akses keluar masuk bangunan. Pemasangan rambu jalan dapat 
dikatakan efektif bila telah memenuhi syarat antara lain: 
a) Memenuhi suatu kebutuhan tertentu; 
b) Dapat terlihat dengan jelas; 
c) Memaksakan perhatian pengendara; 
d) Menyampaikan suatu maksud dengan jelas dan sederhana; 
e) Perintahnya dihormati dan dipatuhi secara penuh oleh pengguna jalan; 
f) Memberikan waktu yang cukup bagi pengendara untuk memenuhinya. 
Adapun menurut PM. 34 Tahun 2014, marka jalan suatu tanda yang berada dipermukaan jalan 
atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis 
membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus 
lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 
Analisis manajemen keselamatan meliputi peneyediaan petugas lapangan saat konstruksi dan 
masa operasi. Petugas berfungsi untuk mengatur kendaraan yang keluar masuk bangunan agar 
tidak mengganggu arus menerus. Penempatan petugas ini sangat penting terutama pada saat jam 
puncak pada ruas jalan yang berhadapan langsung dengan bangunan.  
Perencanaan angkutan umum sebagai akses dari dan menuju rencana bangunan dapat 
mendukung upaya pengurangan dampak lalu lintas. Pilihan moda dengan angkutan umum dapat 
mengurangi minat menggunakan angkutan pribadi terutama pada masa beroperasinya rencana 
bangunan. Kualitas angkutan umum yang baik juga dapat mengurangi kebutuhan ruang parkir 
kendaraan pada rencana bangunan. Secara umum konsep dasar analisis dampak lalu lintas 
akibat rencana bangunan seperti yang ditampilkan pada Lampiran 1. 
Rekomendasi dan rencana penanganan dampak 
Perubahan kinerja ruas jalan, simpang, akses keluar masuk dan parkir dapat diminimalkan 
melalui rekomendasi dan rencana penanganan dampak baik pada masa konstruksi maupun masa 
operasi. Pada masa konstruksi rekomendasi yang diberikan terkait dampak-dampak yang 
ditimbulkan saat pembangunan seperti akses keluar masuk kendaraan proyek, parkir sementara 
kendaraan proyek dan kendaraan pekerja serta gangguan kecepatan perjalan akibat angkutan 
material dan mobilisasi alat berat dan mesin. Pada masa operasi rekomendasi yang di berikan 
adalah upaya pengurangan dampak pada ruas dan simpang, parkir kendaraan, akses keluar 
masuk kendaraan pada bangunan, fasilitas pejalan kaki, keselamatan pejalan dan angkutan 
umum.  
Setelah rekomendasi dipaparkan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, langkah 
selanjutnya adalah penentuan rencana imlementasi dan penetapan pihak yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam rencana implementasi terdiri dari 
unsur pemerakarsa yaitu pemilik bangunan serta unsur pemerintah meliputi Kementerian atau 
Dinas Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Selanjutnya Rencana implementasi rekomendasi 
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akan dipantau secara berkala melalui mekanisme yang telah disepakati sebagai upaya 
penegakan aturan agar dampak yang terjadi benar-benar minimal. Sehubungan dengan itu, 
dalam pemantauan juga akan dilakukan teguran-teguran dan sanksi pada pihak yang 
bertanggung jawab sebagai bentuk evaluasi dari rencana implementasi yang telah ditetapkan. 
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Gambar 1. Alur Kajian Analaisis Dampak Lau Lintas
